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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndobnesia Nomor 4689); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TENT ANG 

RANCANGANPERATURANBUPATI 

KABUPATEN KONAWE UTARA 

NOMOR82 TAHUN 2022 
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4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nornor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 44210); 

5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

6. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 

130, Tarnbahan Lernbaran Negara republik Indonesia Nornor 5049); 

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 

9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LernbaranNegara Republik Indonesia Nornor 5679); 

8. Peraturan Pernerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nornor 4028); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 

Pernerintah Republik Indonesia nornor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Urnum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 5340); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perirnbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn or 4575); 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah kepada Pernerintah. Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 

4693); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N_o'!lor 

18, Tarnbahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 4972); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabarar. Anggaran Pendapatan .dan Belanja Da1;rah (Berita Negara Republiklndonesia Tahun 2011 Nomor 

525); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 565); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur 

Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahaii Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5107); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 

42); 
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Rp. 1.270.985.151.001 

b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 

2. Belanja Daerah 

a. Semula 

Rp. 976.220.890.636 

Rp 121 591 904 735 

Rp. 1.097.812.795.371 

a. Semula 

1. Pendapatan daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.330.163.361.316,00 

bertambah sebesar Rp 263.043.750.533,00 sehingga menjadi Rp. 1.593.207.111.849,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 2 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARATENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik lndonesiaTahun 2017 Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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Pasal3 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Rp. 478.287.633.980 

Rp.O 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

4. Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp. 353.942.470.680 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 141.451.845 798 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 495.394.316.478 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp. 59.178.210.315 
2) Bertambah/(berkurang) Rp (42.071.527.817) 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 17.106.682.498 

Rp. 478.287.633.980 

Rp.O 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 17.106.682.498 

Rp. ( 42.071.527.817) 2) Bertambah/(berkurang) 

Rp. 59.178.210.315. 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 141 451845798 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 495.394.316.478 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula 

Rp. 353.942.470.680 

3. Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula 

Rp. 305 115 278.350 

Rp. 1.576.100.429.351 

b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan 
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Dalam Rancangan Pcraturan Daerah tentang APBD danRancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentangPenjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Perbatasan 

Objek Pendapatan, Belanja Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Objek,Rincian 
dan Pembiayaan; 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah 8. Lampiran VIII 

6. Larnpiran VI 

4. Lampiran IV 

3. Lampiran Ill 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis, •.Jbjek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerirna, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerirna. dan Besaran Bantuan Sosial; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian Objek Peridapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH­ 
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian Objek.Peridapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

7. Lampi ran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

5. Lampiran \T 

dan Pembiayaan; Belanja, Pendapatan, Objek, Rincian 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelornpok, [enis, Objek, 
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SEKRETARIS DAERAH 
iKABUPATEN KONAWE UTARA,A 

~ 
H. M. KASlM PAGAlA 

1 ~l\"17A·. DAERAH KABUPATEN KONAWE UT ARA TAHUN 2022 NOMOR t;?J~ 

: Wanggudu 
: 24 Oktober 2022 

Diundangkan di 
Pada tangga\ 

~-/ 

/ RUKSAMIN ' 

Ditetapkan di : 24 Oktober 2022 

fBUPATl KONAWE UTARA{ 

Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati dengan penempatannya dalam 
Serita Daerah. 

Pasal 5 
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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